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TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA AI,OKASI KHUSUS NON FISIK
BANTUAN OPERASIONAL PEI,IYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk meLaksanakan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2o19

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi

Khusus Non Fisik Bantuan Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan DaIa Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Talun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingakt II dan Kotapraja di

Sumatera Sel,atan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan trmbaran

Negara Repubtik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan l.€mbaran Negaia

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan kmbaran

Negara Repubtk Indonesia Nomor 43Ol);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (lembarart Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran

Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahal Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (l€mbaran Nega-ra Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangarr (L,embaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2O05 Nomor 137, Tambahan L,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang

Pendanaan Pendidikan (I,embaran Negara Republik

Indonesia Tahurl 2OO8 Nomor 91, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 48&);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentsng

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O1O

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2OlO tentang Pengelolaan da,r

Penyelenggaraan Pendidikan (Lenbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 112, Tambahan

I€mbarart Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
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9. Poraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2O1l tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 20 1 1 Nomor 3 1 O) ;

lo.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2Oo9

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangart Dana Alokasi

Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2OO9 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Dana Alokasi Khusus DiDaerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2Ol1

tentang Pedom,an Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2Ol1 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita

Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor 541)i

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan

Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor1279);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita

Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 1O2)
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14. Peraturan Daerah Nomor 10 taltun 1016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeralt

Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK

BANTUAN OPERASIONAL PEI{YELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerirtah Kabupaten

Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang selanjutnya

disebut DAKNon Fisik adalah dana yalg dialokasikan

dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk

membantu mendanai kegiatan khusus Nonfrsik yang

merupakaa urusan daerah.

5. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikaa

Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat BOP PAUD

adalah progftrm pemerintah untuk membantu

penyediaal pendanaan biaya operasional non

personalia bagi satuan pendidikan anak usia dini yang

diberikan kepada satuan pendidikan anak usia dini

dan aatuan pendidikan non formal yang

menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini

untuk mendukung kegiatan operasional pendidikan.
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6, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Barltuan Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

sclanjutnya disebut DAK Non Fisik BOP PAUD adalah

dana yang dialokasikan dalam APBN kepada

daerahuntuk membantu penyediaan pendanaan biaya

operasional non personalia bagi satuan pendidikan

yalrg menyelenggarakan program pendidikan anak

usia dini.

7. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat

PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan

kepada anal< sejak lahir sampai dengan usia enam

tahunyang dilakukan melalui pemberiaa rangsangan

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

8. Satuan PAUD adala} Taman Kanak-kanak (TK),

Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA),

dan Satuan PAUD sejenis (SPS).

9. Satuan Pendidikan Non Formal adalah satuan

pendidikan non formal yang menyelenggarakan

program PAUD.

10. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang

selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal

yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik

Pendidikan dan Kebudavaan IPDSPB.

1 1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan KabuDaten

Musi Rawas.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petuniuk teknis Denssunaan DAK Non Fisik BOP PAUD

dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi

Demerintah daerah. Satuan PAUD dan Satuan Pendidikal)

Non Formal dalam penggunaan dar pertanggungiavvaban

kcualpan DAK Ntru Fisik BOP PAUD.

3
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Pasal 3

Petunjuk Teknis DAK Non Fisik BOP PAUD bertujuan :

a. pemanfaat€n DAK Non Fisik BOP PAUD tepat sasaran

dalam mendukung operasional penyelenggaraan PAUD

secara efektif dalr efiaien;dan

b. pertanggungiawabankeuangalDAKNon FisikBOPPAUD

ditalsanakan dengan tertib administrasi, transparan,

akuntabel, tepat walfir, serta terhindar dari

penyimpangan.

BAB III

PRINSIP PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP PAUD

Pasal 4

Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Non Fisik

BOP PAUD meliputi:

a. efisien, yaitu harus diusahal<arr dengan menggunakan

dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang

ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dar

dapat dipertanggungiawabkan;

b. efektif, yaitu harus sesuai dengal kebutuhan yang

telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya sesuai dengan sasarao yang

ditetapkan;

c. transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang

memungkinkan masyarakat dapa.t mengetahui dan

mendapatkan informasi mengenai pengelolaan DAI(

Non Fisik BOPPAUD;

d. adil, yaitu semua anak baik laki-laki maupun

penempuan memperoleh hak yang sama dalam

memperoleh Layanan pendidikan anak usia dini;

e. akr:ntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat

dipertanggundawabkar ;

f. kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus

dilaksanal<aa secara realistis dan proporsional;dan

I - ,...,
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g. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegietan yang

sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan

daerah dal,am kerangka pelaksanaan desentralisasi dan

secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna

bagi Satuan PAIID dan Satuan Pendidikan Non Forma.l.

BAB M
AI,oKASI

Pasal 5

Alokasi dana DAK Non Fisik BOP PAUD ditetapkan s€suai

dengan ketentuan peraturan perundang- r:ndangan.

BABV

SASARAN

Pasal 6

Sasaral program DAK Non Fisik BOP PAUD meliputi

Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal dengan

peserta didik yang terdata dalam data pokok pendidikan

anak usia dini dan pendidikan masyarakat (Dapodik PAUD

dan Dikmas).

BAB VI

PEI.APORAN

Pasal 7

(r) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, muLai dari

laporan tingkat Satuan PAUD, Satuan Pendidikan

Non Formal, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah

hrsat.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (U

meliputi :

a, rencana kegiatan dan anggaran Satuan PAUD dan

Satuan Pendidikan Non Formal (RKAS);

b. pembukuan realisasi penggunaan dana;

c. rekapitulasi penggunaan dana DAK Non Fisik BOP

PAUD; dan

d. penan8anan pengaduan masyarakat.
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BAB VII

KETENTUAN I,AIN.IAIN

Pasal 8

Penggrmaan dan pertanggungjawaban keuangan DAK
Non Fisik BOP PAUD dan formatnya dilaksanakan
sesuai dengan petunjuk teknis dan tercantum dalam
lampiran yang mempakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pada aaat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
Peraturar Bupati Nomor 79 Tahun 2Ol8 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Darra Alokasi Khusus
Non Fisik Bantuart Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten
Musi Rawas Nomor 79 Tahun 2018), dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagl.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diunda-ngkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi
Rawas,

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanqsal23 Depuhor 2Ol9

I RAWAS,

UNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal J3 0e@ntb2l 2ol9
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR./A

(1)

(21
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : //3 14gg11 26"
TENTANG : PETUNJUK

PENGGUNAAN

AI'KASI KHUSUS NON

TEKNIS

DANA

FISIK

OPERASIONAL

PEI,IYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA

DINI

BANTUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. IATAR BELAKANG

Pendidikan pra-sekolah atau yang dikena.l sebagai PAUD

yang lebih komprehensif, inklusif dan bermutu merupakan hal
yang positif bagi kepentingan pengembangan potensi dan

karakter yalg dirniliki anak sejak dini serta mempersiapkan

anak untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Berbagai

hasil penelitian menunjukkan perkembangan anak usia dini
merupakan tahap perkembangan yang paling penting dalam

rnasa hidup malusia. Program-program pelindungan,

pengasuhan ana-k dan pendidikan usia dini yang berkualitas

menghasilkan manfaat dal efek jangka panjang yang lebih

tinggi daripada program belajar semata. Penyiapan martusia

berkualitas sejak dini seja-lan dcngan program prioritas yang

diamanatkan Nawacita, khususnya Nawacita ke-8 yaitu

"melakul<an revolusi karakter bangsa", Nawacita ke-5

"meningkatkan kualitas tridup manusia Indonesia', dan

Nawacita ke- 6 'meningkatkan produlrtivitas ralqrat dan daya

saing di pasar internasional".

Dari hasil pemantauan masil. banyak anak-anak yang

kurang beruntung untuk memperoleh maniaat yang paling

mendasardariprograrn PAUD. Mereka memiliki keterbatasan
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untuk memperoleh layanan yang layak mela-lui prograE PAUD

arrak-anal< yang hidup dalamkemiskinan dan di pedesaan serta

daerah terpencil, anak yang kesehatannya buruk, kurang gizi,

dan menyandarrg cacat serta keterlarnbatan perkembargan,

Pencapaian selama 17 tahun sejak program PAUD dicanarrgkan

oleh Pemerintah menunjukkan hal yang positif dalam

keikutsertaan peserta didik khususnya usia 3-6 ta]:un dala-Er

program-program PAUD. Cita-cita memberikan kado ulang

tahun emas kemerdekaan Indonesia yang ke 1OO akan sangat

ditentukan oleh bagairnana kita memanfaatkan peluang bonus

demografi dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM)

berintegritas dan berdaya saingglobal

Maju dal berkembangnya pembangunan suatu bangsa

atau negara sangat ditentukan oleh keseriusan pemerintah

dalam mempersiapkan generasi penemsnya. Penyiapan

generasi unggul untuk menjawab kemajuan peradaban harus

dipersiapkan sejak anak masih berusia dini. PAUD mempakan

pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang berkualitas

akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada

jenjang selanjutnya. Hal ini sejalan dengan Rencana

Pembarrgunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2Ol5-2O19

yang menyatakan bahs,a peningkatan akses dan kualitas PAUD

secara holistik dan integratif merupakan pondasi tenmrjudnya

pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas.Maju dan

berkembangnya program PAUD yang berkualitas tidak harya

menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat saja tetapi

harus melibatkan pemerintah kabupaten termasuk semua

unsur keluarga, lembaga pendidikan serta unsur masya.ralat

untuk saling bersinergi secara aktif untuk pencapaian tqjuan

bersarna yaitu mempersiapkan a.rrak yang sehat, cerdas, ceria

dan beralhlak mulia.Sinergi dan partisipasi semua komponen

termasuk peral aktif Bunda PAUD di semua jenjang sangat

berdampak positif dalam penyelenggaraan PAUD.

Untuk mewrrjudkan perencanaan, pengelolaan,

pertanggung-jawaban dan pelaporan serta akuntabilitas
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penggunaan dana BOP PAUD, agartepat sasaran dan tepat

waltu serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

maka diterbitkan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan

Operasional Penyelenggaraan PAUD. Petunjuk Teknis ini
menjadi acuan aemua pihak dalam pemanfaatan Bantuan

Operasional Penyelen8ga-raan PAUD.

B. TUJUAN BANTUAN

Tujuan pemberian DAK Non Fisik BOP PAUD untuk:

L. membantu penyediaan biaya operasional non personalia bagi

anak usia dini yang diberikan kepada Satuan PAUD dan Satuan

Pendidikan Nonformal yarrg menyelenggarakan program PAUD;

dan

2- meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya

mengikutserta.l€n anaknya pada layanan PAUD berkualitas di

Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal.

C. SASARAN BANTUAN

Sasaran program DAK Non Fisik BOP PAUD adalah anak usia dini

yang terlayani di Satuan PAUD atau Satuan Pendidikar Non Formal di

wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten

dan masyarakat, serta memiliki peserta didik terdata dalam Dapodik

PAUD dan Diknas.

Sasaran DAK Non Fisik BOP PAUD tidak berlaku bagi:

I. Anak usia dini yang terlayani di Satuan PAUD atau Satuan

Pendidikan Non FoEna.l yang menetapkan iuran atau pungut€r

yang melebihi ketentuan pemerintah kabupaten yang berlaku; dan

2. Anak usia dini yang terlayani di Satuan PAUD atau Satuan

Pendidikan Nonformal atas dasar kerja sama dengan lembaga

pendidikarr asing Satuan Pendidikar Kerjasama (SPK).

D. PENCAI]OXASIAN

Pengalokasiaa besaran DAK Non Fisik BOP PAUD dari Pemerintah

Pusat ke Pemerintah Kabupaten menggunakan perhitungan sebagai

berikut:

i- *- -1-I
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E.

1. Jumlah peserta didik yang dilayani Satuan PAUD dan Satuan

Pendidikan Non Formal yang tercatat pada Dapodik PAUD dan

Dikmas per akhir bulan September tahun anggaran sebelumnya;

dan

2. Satuan biaya BOP PAUD sebesar Rp.60o.0o0,- (enam ratus ribu

rupiah) per peserta didik per tahun.

WAKTU PEMALURAN

Penyaluran dana dari Kas Umum Daerah ke rekening satuan

pendidikan penyelenggara PAUD dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu)

tahun, yaitu :

a. Tahap I (pertama) seteLah menyampa.ikan laporan dana yartg

disalurkan pada tahun sebelumnya; dan

b. Tahap U (kedua) setelah menyampaikan laporan dana pada Tahap I

(pertama) yang disalurkan.

PENYALURAN DANA

1. Penghitungan alokasi penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD dari

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke satuan PAUD atau Satuan

Pendidikan Non Formal yang mendapatkan DAK Non Fisik BOP

PAUD berdasarkan data riil jumlah anak yang dilayani sesuai

dengan data yang ada di Dapodik PAUD darr Dikmas per tanggal 31

Maret 2019 untuk tahap I (Pertama) dan 30 September 2ol9 untuk

tahap II (dua) :

a. Tahap I (pertama) 5O% dari a-lokasi anggaran; dan

b. Tahap II (kedua) 50o/o dari alokasi anggaran

Apabila ketersediaan DAK NonFisik BoP PAUD lebih kecil dari data

riil, maka pemerintah Kabupaten Musi Rawas dapat mengajukan

tambahan alokasi DAK NonFisik BOP PAUD tahap I dan/ atau

tahap II ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat sepanjang dana cadangan (rufer, masih tersedia.

Dana Buller diajukan oleh Pemerintah KabupatEn Musi Rawas

paling lambat tanegal 15 November kepada Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direlftorat Jendera.l

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen

PAUD danDikrnas); dan

F,
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3.
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4. Penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan.

G. PERSYARATAN PENYALURAN DANA

1. Persyaratan Penyaluran tahap I (pertama) :

a. laporan penyerapan DAK Non Fisik BOP PAUD Tahun

sebelumnya;

b. Surat permohonan pencairan dana tahap I yang berisi

kebutuhan dalra tahap I; dan

c. Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlek (SPTJM).

2. Penyaluran tahap [ (Kedua) :

a. l,aporan penyerahan DAK Non Fisik BOP PAUD tahap I;

b. Surat Permohonan pencairan dana tahap I yang berisi

kebutuhan dana tahap 2; dan

c. Surat pemyataan Tanggungiawab Mutlak (SPTJM).

BAB II
IMPLEMENTASI BOP PAUD

PERSYARATAN PENERIMA DAK NONFISIK NOP PAUD

Persyaratan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal

penerima bantuan DAK Non Fisik BOP PAUD sebagai berikut:

1 . Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) ;

2. Memiliki peserta didik be{umlah minimal 12 yarg terdaftar dalam

Dapodik PAUD dan Dikmas;

3. Memitiki rekening yang digunakan atas nama Satuan PAUD atau

Satuan Pendidikan Non Formal; dan

4. Memiliki nomor pokok wajib pajak.

DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PAUD BERKUALITAS

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan gerakan nasional PAUD

berkualitas, Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal

penerima DAK Non Fisik BOP PAUD harus memperhatikan hal-hal

berikut:

1. DAK Non Fisik BOP PAUD harus menjadi sarana penting untuk
meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu;

B.

P.{R.AF I(OORDII{ASI



DAK Non Fisik BoP PAUD dihampkan dapat memberikan akses

bagi anak usia dini yang tidak terlayani dan miskin; dan

DAK Non Fisik BOP PAUD mendukung sosialisasi gerakan nasional

penyelenggaraan PAUD berkualitas.

C. PENGELOIAAN DAK NON FISIK BOP PAUD

DAK Non Fisik BoP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara

mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal

dengan melibatkan peran orang tua anak, dengan prinsip sebagai

berikut:

1. Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal mengelola dana

secara profesional, efisien, transparan dan akuntabel;

Satuan PAUD atau Satuan pendidikan Non Formal harus

menl rsun Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD atau

Satuan Pendidikan Non Formal (RKAS), dimana DAK Non Fisik

BOP PAUD merupakan bagian integra.l dad RKAS tersebut;

RI{AS disusun berdasarkan kebutuhan nyata/riil untuk

mendukung pelaksanaan pembelajaran di Satuan PAUD atau

Satuan Pendidikar Non Formal; dan

Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Keda Tahunan harus

disosialisasikan kepada rrasyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN DAK NON FISIK BOP PAUD

A. ORGANISASIPELAKSANA

Organisasi Pelal<sana DAK Non Fisik BOP PAUD terdiri atas:

1. Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD pusat yang dibentuk

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaar; dan

2- Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten yang

dibentuk oleh Bupati atau p€jabat yang ditunjuk.

2.

4.
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ALUR PROSES PENETAPAN ALOKASI DAN PEI,IYALURAN DANA BOP

PAUD

t
- verifikasi dan pembaharuan data Dapodik secara

berkala
- SK Bupati untuk PenetEpan Satuan PAUD atau

Satuan Pendidikan Non Formal Penerima DAK Non
Fisik BOP PAUD

- Akad dengan Bank Penyalur yarg dipilih
berdasarkan beauty contest

- Melakukan pengawasan terhadap penggunaan DAK
Non Fisik BOP PAUD sesuai peraturan menteri

- MeLaporkan penyaluran dan penggr:naan dana BOP
ke Pusat

t,

Kemdikbud

Ditjen PAUD dan Dikmas

Kemenkeu
Alokasi Kepada

Pemerintah
Kabupaten- Verifikasi Data Dapodik

- Pengajuan Data
- Monitoring dan Pelaporan

Dana BOP PAUD

Pemerintah Kabupaten

Satuan/Satuan Pendidikan Non Formal PAUD

- Mengisi dan Pembaruan DAPoDIK secara berkala
- Menyusun RKAS
- Menandatangani nota perjanjian hibah daerah

(NPHD)
- Menggunakan DAK Non Fisik BoP PAUD sesuai

RKAS
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c. PERSIAPAN PEMALURAN DANA

l. Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten melakukan

kontrol/verifikasi terhadap Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan

Non Formal ya.rrg sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD

Nasional (NPSN).

2.Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Daerah melakukan

kontrol/verifikasi trrhadap data riil peserta didik di Satuan PAUD

atau Satuan Pendidikan Non Formal berdasarkan Dapodik PAUD

dan Dikrnas-

3- Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten

mengusulkan daftar Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non

Formal calon penerima DAK Non Fisik BOP PAUD yang memenuhi

persyaratan untuk ditetapkan dalam surat keputusan kepala

daerah atau surat keputusan pejabat yang ditunjuk.

4, Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten

menyera-hkan surat keputusan daftar Satuan PAUD atau Satuan

Pendidika-n Non Formal penerima DAK Non Fisik BOP PAUD

dilampiri jumlah peserta didik darl jumlah alokasi dana per Satuan

PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal kepada Bada-n

PengeloLa Keuangan dan Ass€t Daerah (BPKAD) untuk keperluan

pencairan dana DAK Non Fisik BOP PAUD dari Bendahara Umum

Daerah (BUD) ke Satuan PAUD atau Satuar pendidikan Non

Formal.

5. Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten menetapkan

satu bank penyalur sesuai dengan ketentuart daerah.

6. Bank Penyalur melakukan pencaAan atsu transfer DAK Non Fisik

BoP PAUD kepada rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan

Non Formal penerima DAK Non Fisik BOP PAUD sesuai dengan

yang tertuang dalam surat keputusan kepala daerah atau surat

keputusan pejabat yang ditunjuk.

PEI.IYALURAN DAK NON FISIK BOP PAUD

Penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD dari RKUN ke RKUD

dilanjutkan ke rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non

Formal mengikuti mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan

rt

D.
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pertanggungjawaban belanja program/ DAK Non Fisik BOP PAUD

oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD dilalsanakan

dengan menggrmakan 3 mekanisme yainr:

1. belanja langsung untuk Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non

Formal PAUD Negeri dan belanja tidak langsung untuk Satuan

PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal PAUD swasta;

2. belanja tidak langsung penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD

kepada Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal PAUD

Swasta dengan mekanisme hibah; dan

3. hibah DAI( Non Fisik BoP PAUD dapat diberikan kepada Satuan

PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal setiap tahun sepanjaag

masih menyelenggarakan pendidikan anak usia dini.

PENGAMBII.AN DANA

Ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilaa DAK Non Fisik BoP

PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagai

berikut:

1. Pengambilan DAI( Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan

PAUD atau satuan Pendidikan Non Formal dilakukan oleh

bendahara Satuan PAUD atau Satuan pendidikaa Non Formal atas

persetujuan kepa.la/pengelola Satuan PAUD atau Satuan

Pendidikan Non Formal dilakukan segera sesuai kebutuhan dengan

menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo

minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana

tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari

pihak manapun.

2. DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan

PAUD atau Satuan Pendidikan Noo Formal dalr tidak

diperkenankan adanya pemotongal atau pungutan biaya apapun

dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;

3. Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan

kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal

sebagaimana tertuang dalam RKAS.

E.

1a
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4, Jika terjadi perMaan peruntukan atau pembelanjaan' Satuan

PAUD atau Satuan Pendidikal Non Formal harus mengajukan usul

perbaikan RKAS kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah melatui Dinas Pendidikan.

BAB IV

PENGCUNAAN DANA DAK NON FISIK BOP PAUD

A. KOMPONEN PEMBTAYAAN

Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD di Satuan PAUD atau Satuan

Pendidikan Non Formal harus didasarkan pada RKAS yang telah

disusun dengal memperhatikan komponen kegiatan-kegiatan berikut:

KOMPONEN PENGGUNAAN KETERANGAN

Kegiatan
Pembelqjaran
dan Bermain

1. Bahan bermain dan bahan belajar
PAUD yang dibutuhkan sesuai dengan
kegiatan dan tematik;

2. Peralatan pembelajaran s€perti kertas,
krayon, spidol, pensil, baian pakai
habis dan bahan pembelajaran sejenis
lainnya; dan

3. Kegiatan pertemuan dengan orang
tua/wali murid (kegiatan parenting).

Minimal 5O%

Kegiatan
Pendukung

1. Penyediaan buku administrasi;
2. Pembelian alat-alat Deteksi Dini

Tumbuh Kembang (DDTK), pembeliaa
obat-obatal ringan, dan isi Lotak
Pertolongan PertamaPada Kecelakaan
(P3K);

3. Biaya pertemuan guru di kegiatan
Gugus PAUD, menghadiri kegiatan
peningkatan kapasitas pendidik, dan
transport petugas kesehatan kunjung;

4. Menambah tralsport pendidik; dan
5. Penyediaan makanan sehat.

Minimal 35%

Kegiatan
Lainnya

l Perawatafl sarana dan prasarana
termasuk perbaikan dan pengecatan
ringan;

2. Dukuogan penyediaan alat-alat
publikssi PAUD (lcall* bookiet, po,ster,
papan nama); dan

3. langgsnan listrik, telepon/ intemet,
ai!.

Maksimal 15o/o
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B. SUMBER PENDANAAN I.AINI{YA

Penggunaan dana dari pemerintah kabupaten dan sumber lain yang

didapatkan oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal

dapat digunalan untuk memenuhi kekurangan biaya operasional

yang belum termasuk atau tertuang dalam RKAS.

LAMNGAN PENGGUNAAN DAK NON FISIK BOP PAUD

DAK Non Fisik BOP PAUD ya-ng diterima oleh Satuan PAUD atau

Satuan Pendidikar Non Formal tidak boleh digunakan untuk hal-hal

berikut:

1. disimpan dengan maksud dibungakan

2. dipinjamkan kepada pihak Lain;

3. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Satuan PAUD

atau Satuan Pendidikan Non Formal;

4. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh unit

pelaksana teknis daeral

kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau piha-k lainnya,

kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/pendidik yang ikut

serta dalam kegiatan tersebut;

5. membeli palaian/seragam/sepatu bagi pendidik/peserta didik

untuk kepentingan pribadi (bukar inventaris PAUD), kecuali bagi

peserta didik miskin;

6. digunakan untuk rehabilitasi ringan;

7. membangun gedung/ ruangan baru;

8. pembelian alat permainan edukatif dalam ruang dan luar ruang;

9. pembelian barang Iisik seperti laptop, komputer, printer, tape

re@rder, rcD proAeldor dan sebagainya;

10. pembelian mebel;

11. membiayai kegiatan yang tetah dibiayai dari sumber dana

pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;

12. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan

operasional Satuan PAUD atau Satuan Pendidikaa Non Formal,

misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar

nasional, upacara keagamaan/acara keagamaan, iuran organisasi,

dan lain sebagainya;

c.

I
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13. membiayai kegratao dalam rangka mengikuti

pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program DAK Non

Fisik BoP PAUD /perpajakan program DAK Non Fisik BOP PAUD

yang diselenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal di luar

satuan kerja perangkat daerah pendidikan provinsi/

kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

14. membeli buku, alat, dan bahan pembelajaran/bahan main yang

mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi dan suku,

agama, dan ras; dan

15. Membiayai keperluan apapun di luar RKAS yang teLa-h diqiukan

oleh Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal.

D. KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

1. Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yajlg menerima

DAK Non Fisik BOP PAUD wajib mengikuti petunjuk telslis yang

ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal yang menerima

DAK Non Fisik BOP PAUD dilarang melakukal gratifrkasi,

memberikan janji ataupun seauatu kepada siapaPun terkait

dengan DAK Non Fisik BOP PAUD; dan

3. Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal yang menerima

DAK Non Fisik BOP PAUD bertanggungiawab penuh atas

penggunaan DAN Non Fisik BOP PAUD sesuai dengan petunjuk

teknis.

BAB V

MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bentuk kegiatan monitoring dan pengawasan yaitu dengan meLakukal

pemantauan, pembinaal dan penyelesaian masalah terhadap

penyaluran darr pemanfaatan DAK Non Fisik BOP PAUD. Secara

umum tujuan kegiatar ini r.mtuk memastikan bahwa DAK Non Fisik

BoP PAUD diterima oleh yang berhak dalam ketepatan junlah, waktu,

cara, dan penggunaan. Komponen utama Srang diawasi antara lain:

a. alokasi DAK Non Fisik BOP PAUD penerima bantuan;

b. penyaluran dan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD;
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pelayanan dan penanganan pengaduan; dan

pelaporan, serta perubahan rencana penggunaan dan peLaksanaan

DAK Non Fisik BOP PAUD.

Monitoring dan pengawasan dilakukan oleh Tim Manajemen DAK Non

Fisik BOP PAUD Pusat dan Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD

Daerah.

A. PENGAWASAN OLEH TIM MANAJEMEN DAK NON FISIK BOP PAUD

KABUPAAEN

Kegiatar pengawasan yang dilalukan oleh Tim Manajemen DAK Non

Fisik BOP PAUD kabupaten mengikuti ketentuan berikut:

1- Pengawasan ditujukan untuk memastikan ketepatan pcnyerapan

dana, jumlah, waktu, cara, dan penggunaan DAK Non Fisik BOP

PAUD pada tingkat Satuan PAUD atau Satuan fbndidikan Non

Formal.

2- Responden terdiri atas Pengelola Satuan PAUD atau Satuan

Pendidikan Non Formal, Tenaga Pendidik PAUD; dan orang tua

peserta didik.

3. Pengawasan dil,aksanakan pada saat dan setelah penyaluran dana.

4. pengawas atau penilik berkewajiban melakukan pengawasan

penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD secara terintegrasi.

5. Pengawasan sebagai kontrol proses daII tidak merupakan

persyaratan pencairan dana.

Hasil pengawasan dapat dijadikan dasar penentuan Satuan PAUD

atau Satuan Pendidikan Non Forrnal layak menerima DAK Non Fisik

BOP PAUD pada tahun anggaran brikutnya.

B. PEIAPORAN

Sebagai salah satu bentuk pertanggungiawaban dalam pelaksanaan

DAK Non Fisik BOP PAUD, masing-masing pengelola program di

pemerintah pusat, pemerintah daerah, Satuan PAUD dan Satuan

pendidikan Non Formal wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada

pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana

program adalah yajtg berkaitan dengan penerima bantuan,

c.

d.
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penyaluran, penyeraPa-n, pemanfaatan dana, pertanggungiawaban

keuargan serta hasil pengawasan dan pengaduan masalah.

1 . Tingkat Satuan PAUD atau satuan Pendidikaa Non Formal

a. RKAS Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal yang

ditandatangani oleh Kepala Satuan PAUD atau Satuan

Pendidikan Non Formal Dokumen ini disimpaa di Satuan

PAUD atau Satuar Pendidikan Non Formal dan diperlihatkan

kepada pengawas atau penilik PAUD, Tim Manajemen DAK

Non Fisik BOP PAUD Daerah, serta para pemeriksa lainnya

apabila dipedukan. RKAS dibuat setahun sekali pa.da awal

tahun pelajaral, natnun dapat dilsl<ukan revisi pada

semester kedua. Oleh karena itu Satuan PAUD dan Satuan

Pendidit<an Non Forma.l dapat membuat RKAS tahunan yang

dirinci tiap semester. RKAS wajib dilengkapi dengaa rencana

penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD yang diterima Satuan

PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal secara rinci.

b. Pencatatan

Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal diwajibkan

membuat pencatatan perolehan dana dan pemanfaatan dana

DAK Non Fisik BOP PAUD. Setiap transaksi penerimaan dan

penggunaan dana dicatat secara berurutan berdasarkan

tanggal penerimaan kas dan pengeluaran kas. SetiaP transaksi

ini harus didukung dengan bukti pengeluaran yang sah dan

lengkap.Setiap transalsi dalam formulir ini dibuatlan nomor

referensi yang terkait tangsung dengan penyimpanaa buld
pengeluaran secara hsiknya.

Rekapitutasi pencatatan penerimaan dan penggunaan dana ini

disiapkan oleh bendahara Satuan PAUD atau Satuan

Pendidikan Non Formal dan dimintakan persetqluan dari

kepala/pengelola Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non

Formal.

Seluruh arsip data keuangan berupa laporan keualgan dan

dokumen pendukungnya dibori nomor dan targgal, ditata

secara beruiutan sesuai nomor dan tanggal kejadiannya, serta

disimpan di tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan.

r---.."il
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c. Pelaporan

t) Laporan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD di tingkat

Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal

disusun dan dilengkapi dengan bukti pengeluaran

(kuitansi/faktur/ nota/bon dari vendor I tokol supplier)-

2) Laporan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD di tingkat

Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal disertai

dengaa bukti surat pemyataan tanggung jawab yang

menyatakan bahwa DAK Non Fisik BOP PAUD ya-ng

diterima dan telah digunakan.

3) Iaporan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD di tingkat

Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal discrtai

dengan bukti sr-rrat pemyataan tanggung jawab yang

menyatakan bahwa DAK Non Fisik BOP PAUD yang

diterima dan telah digunakan.

2. Tingkat Pemerintah Kabupaten

Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupatenmelaporkan

kepada Tim Manajcmen DAK Non Fisik BOP PAUD Pusat

mencakup hal-hal berikut:

a. Surat Keputusan Penetapan Satuan PAUD atau Satuan

Pendidikan Non Formal penerima DAK Non Fisik BOP PAUD

dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Watikota.

b. Dana yang disa.lurkan ke rekening Satuan PAUD atau Satuan

Pendidikan Non Formal.

c. Revisi Surat Keputusan alokasi DAK Non Fisik BOP PAUD

apabila terjadi kesalahan/ ketidaktepataa/perubahan data.

d. Penanganan pengaduan masyarakat, yang altara lain berisi

informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan

penanganan, dan status penyelesaian.
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BAB VI

SANKSI

Pelanggaran terhadap penyaluran dan penggunaan DAK Non Fisik

BOP PAUD dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Setiap pertanyasn, usulan, dan keluhan masDrarakat harrs langsung

diberi tanggapan/r€spon. Pengelolaan Pelayanan dan Penanganan

Pengaduan Masyarakat (PSM) dalam progra-ur DAK Non Fisik BOP

PAUD ditujukan untuk:

b.

c.

mengatur alur informasi pengaduan/teEuan masalah agar dapat

diterima oleh pihak yang tepat;

memastikan bahwa pengelola program akan menindaklanjuti

setiap pengaduan yang masuk;

memastikan setiap progres penanganan akan didokumentasikan

secara jelas; dan

menyediakan bentuk informasi darr database yang harus disajikan

dan dapat diakses publik.

PENGEIOIAAN PEIAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

MASYARATAT (P3M}

Informasi, pertanyaan, atau pengaduan dapat disampaikan secara

langsung, atau melalui sms, telepon, surat atau email Dinas

Pendidikan Kabupatcn Musi Rawas, bidang PAUD dan Pendidikan

Non Formal (PNF).

Telepon

Email

a. pengaduan

b. pel,ayanan

: 0733-4540-014

d.

l
2_

: dihnasmura@yahoo.co.id

: dilarasmura@yahoo.co.id

IARAI' (OORDI}iASJ
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B. TUGAS DAN FI.'NGSI LAINI{YA

Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD melaksanakan fungsi-

fungsi untuk melakukan tindak lanjut terhadap informasi/pengaduan

yarg diterima. Pembagian tugas dan fungsi layanan pada program

BOP PAUD adalah sebagai berikut:

1. Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Daerah

a. menetapkan petugas Unit P3M;

b. menerima, mencatat dan menyampaikan semua informasi

(saran, pertanyaan, dan pengaduan) dari masyarakat baik yang

disampaikan melalui telepon, email, surat, fax, termasuk hasil

temuan audit ke dalam sistem pengaduan DAK Non Fisik BOP

PAUD melalui ULT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di

Gedung C lantai I Komplek Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Jl. Sudirman, Senaya!, Jakarta Pusat;

c. menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti

usul/saran/masukan dari masyaralet, termasuk yang

disampaikan melalui sistem pengaduan online dan sms di

laman DAI( Non Fisik BOP PAUD;

melakukan penanganan yang

kemajuan dan hasil penanganan

memperbarui status kemajuan

pengaduan DAK Non Fisik BOP

BOP PAUD;

d. diperlukan dan mengawasi

pengaduaa;

dan hasil tindaklanjut

PAUD secara online di laman

e.

e.

h.

membuat laporan perkembangan status pengaduart secara

reguler eesuai dengan periode laporan program DAK Non Fisik

BOP PAUD. L€.poran tersebut bersumber dari sistem

pengaduaa di laman BOP PAUD;

menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan

agenda menyampaikan status kemajuan dan hasil tindaklanjut

pengaduar untuk mendorong penyelesaiarurya;

melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokurnentasi (PPID) Kabupaten/Kota t€rkait dengan publikasi

inforrnasi.
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BAB VItr

PENUTUP

Feraturan Bupati ini disuaun sebagai panduan yang jetras begi rmua

unsur yang bcrkepcntingan dengan DAK Non Figik BOP PAUD.

I,NAWAN
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LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NoMoR . /13 TAHUN 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKMS

PENGGUNAAN DANA
AIOKASI KHUSUS NON FISIK
BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DIM

FORMUUR ISIAN
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

A. Format BOP-01
FORMUUR IS1AN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
TA}IAP..,....,..........................(sesuai tahap I atau II)

Yang bertanda tqngri dibawah ini:
NaEa ,

Jabatar : Kepa.la/FeageloL8 PAt D

Ala.Eat :

Dengan ini aenyatakan bahea:
Belarja Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOE PAUD telah diSunakar
dalaro rangka Dendukung operasional PAUD dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pe[ggunaart Belanja DAK NonFisik BOP PAIrD adalah sebagai berikuL
Penerisaan Dana BOP PAUD Rp.

Penggunaan Dana BOP PAUD:

a. Protra.rrl Pcmbelqia.ran

b. Prograa Pendukung Pn

c. Kegiatan Iainoya Rn

Apabila di keoudian h6ri perEyataarl ini tids.k sesuai deoga,t keadsan yalg
sebenarnya, saya bersedia dikeoakan salksi administrasi dan/atau dituntut
ganti rugi dan/atau tuntutan l,Einnya Eesuai dengan ketentuart pe.atura!
perundang-undangan yang berlaku.

DeEikiaa surat pernyatra'l iqi dibuat dengan sebeirattlya dalr bermaterai cukuP
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

I(ab./Kota *)

Kepala PAUD ........
Materai Rp 6.000

(Naoa I€ngkap & Stempel)

') coret yang tidak Frtu
Diisi oleh satuan Fendidikan
Penyelenggarasn PAUD, dikidm kcpada
Tim Manajemen BOP Ikbupstcn Musi

PAR{F InloRilii,l!l



FomntBOP{2

RENCAI{A KEGIATAN DAN ANq}ARAN 8AruAN BTASI PAUD

TAHUN AN(X}ARAN .........

Naea Satrran
Dcsa/IGlurahan
Kccamatan
Ibbupat a/Kote
PmvitrEi
Sumb6Dana

Mcnycttrjui

Pcngelola/ Icp€la Satuaa

('corct yang tidrk perlu)

Irporan P€nerinaan

: DAK Non Fisik BOP PAt D

No. Uraian ltugiatan Biaya Clektu

Bcrdafura/Fenanggung
Jawab Kegiatan,



C- Format BOP-03

PENCATATAN PENGGUNAAN DANA BOP

TAHUN ANGGARAN...........

TAHAP................,..,...........(sBuai tahap I atau U)

Nama Sattran
Desa/ Kelurahan
KEcamatan
Ikbupatcn/Kota
Provinsi

No. Jenis PenSghraran Tgl/Bulan Jumlah No. Bukti

Menyetujui

Fe4elola/IGpsfa satusn

fcoret yang tidak perlu)

Bcndahara/ Fenangrmg
Jawab Kegiatan,



D. ForEat BOP4+

IAFORAN PENCK}I,'IIIMN DANA DAK NON FISIK BOP PAI''D

TAHUN ANCrGARAN...........

TAfnP....,,.................'.........(scsusi tahap I atau U)

Nelaa Satuen
Dcsa/lGlurahan
Iccamaten
XabuF.tcn/Kota
Provimi

o

Mcnyetujui

Fengelola/Ikpsla Satuan

fcor€t yang tidak perlu)

Bendahara/knangung
Jawab IGgiatan,

PrMr roomll(A8t

ar oummrl ffr.

No. Jcnis Fenaehraren Jumlah No. Bukti

l- Prqram Fcabelajaran
a.
b.
c.
d. ................. dst

2-

3.

Juolah



P. Format BOP45

REIqPTTI.'IASI PENYALT'RAN DANA DAK NON FISIK BOP PAI''D

KABUPATEN/KOftA.....................PROVINSI.......................

TAHUN ANGGARAN........

TAIIAP....,..........................(sesuai tehap I atau tr)

Ketua Tim BOP PAUD
PAUD Kab/I(ota/

MP.

(*corct yang tidak pcrlu)

No- Nama Satuen PAUD Tgl Realisaai Penyaluran

dari RK(ID ke Rekening

Jumlah

Jumlah



F. Format BOP-O6

I.APORAN REALISASI PENGGUNAAN DAK BOP PAUD

KAB/KOTA......................PROVINSI
TAHUN ANGGARAN.....................

TAHAP--.-..............................(sesuai tEhap I atau Il)

a. Sisa Dana BOP PAUD di RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota Penyaluran
Tahun sebelumnya

b. Sisa Dana BOP PAUD di RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota Penyaluran
: Rp. .......

Tahap sebelumnya
c. TransGr Dana BOP PAUD

Provinsi/Kabupaten/ Kota
Tahun sebelumnya

d. Total Daaa BOP PAUD yang ada di RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun sebelumnya

e. Total Kebutuhan Dana BOP PAUD
f. Kurang Salur Dana BOP PAUD

BUPATI RAWAS,

: Rp- .......
dari RKUN ke RKUD

No. Jenis lembaga PAUD Jumlah
I,embaga

.lumla}l
Peserta

Kebutuhan Dara
DAK BOP PAUD

1. TK
KB
TPA

4. SPS
Jumlah

No. Realisasi
Penggunaan Dana
DAK BOP PAUD

Jumlah Persentas€ Permasalahan
dalam Penyaluran

Dana DAX BOP
PAUD

1. KegiataJl
Pembelaiaran

2- Kegiatan Pendukung
Pembelaiaran

3. Kegiatan Lainnya
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